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ABSTRACT 

 

Digital transformation in land administration services has been implemented 

through the transition from analog land certificates to electronic land 

certificates. This transition is expected to improve service efficiency, document 

security, and access to land information. However, its implementation has 

generated various public responses, particularly concerning data security, 

document validity, media conversion procedures, and the ability of the public 

to use electronic services. This study aims to examine public perceptions in 

Deli Serdang Regency regarding the transition from analog to electronic land 

certificates, identify the obstacles encountered by the Deli Serdang Regency 

Land Office in the media conversion and implementation processes, and 

formulate measures to strengthen public trust. 

This study employed a qualitative method with a descriptive approach. Data 

were collected through in-depth interviews, observation, and document 

analysis involving land-right holders, village officials, and personnel of the 

Deli Serdang Regency Land Office. The data were examined using thematic 

analysis through the stages of data collection, reduction, classification, 

interpretation, and conclusion drawing. 

The findings indicate that the public generally accepts the transition to 

electronic land certificates. Nevertheless, this acceptance remains 

accompanied by concerns regarding the single-sheet certificate format, the use 

of QR codes, data security and availability, service costs, processing time, and 

media conversion procedures. Public trust in data security encompasses 

confidentiality, integrity, and availability; however, such trust is still 

predominantly based on confidence in the institution rather than a 

comprehensive understanding of the system’s security mechanisms. The media 

conversion process also faces several obstacles, including inconsistencies in 

historical land data, difficulties in locating archives, unvalidated physical and 



juridical data, disruptions to the Computerized Land Activities system, limited 

resources, insufficient accuracy among implementing personnel, and weak 

interunit coordination. Public trust can be strengthened through continuous 

public education, transparent service information, assistance in using 

electronic services, archive and data validation improvements, stronger system 

security, enhanced personnel competence and integrity, improved service 

procedures, and accessible complaint-handling mechanisms. 

Keywords: public perception, electronic land certificate, media conversion, 

data security, public trust. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang  

Transformasi digital kini menjadi fenomena global yang menandai 

terjadinya perubahan mendasar dalam sistem tata kelola administrasi publik di 

berbagai negara. Pemerintah di seluruh dunia berlomba-lomba melakukan 

digitalisasi layanan publik untuk mewujudkan birokrasi yang lebih efisien, 

transparan, serta akuntabel. Dalam konteks tersebut, pengelolaan administrasi 

pertanahan menempati posisi strategis karena bersentuhan langsung dengan 

aspek kepemilikan, ekonomi, dan kesejahteraan masyarakat. Berdasarkan 

laporan The World Bank (2013), penerapan sistem digital dalam pengelolaan 

pertanahan terbukti mampu menekan praktik korupsi, mempercepat proses 

sertifikasi, serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi negara 

seperti Korea Selatan, Estonia, dan Singapura menunjukkan bahwa penerapan 

electronic land certificate mampu meningkatkan efisiensi layanan publik 

hingga 40% serta menurunkan potensi sengketa kepemilikan tanah hingga 25% 

setiap tahunnya. 

Sebagai bagian dari arus reformasi global tersebut, Indonesia juga 

melakukan langkah serupa melalui kebijakan Sertipikat Tanah Elektronik yang 

diinisiasi oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan 

Nasional (ATR/BPN) sejak tahun 2021. Program ini diharapkan menjadi 

tonggak penting dalam meningkatkan efisiensi birokrasi, menjamin 

keterbukaan informasi, serta mencegah praktik pemalsuan dokumen 

kepemilikan tanah. Berdasarkan laporan ATR/BPN (2024), telah diterbitkan 

lebih dari 12 juta sertipikat tanah digital, dengan target seluruh dokumen 

kepemilikan akan beralih sepenuhnya ke format elektronik pada tahun 

2026.Namun demikian, di tengah optimisme tersebut masih terdapat tantangan 

berupa resistensi sosial, terutama terkait persepsi masyarakat terhadap 

keabsahan hukum dan keamanan sistem sertipikat elektronik. 



Seiring dengan meningkatnya dorongan menuju digitalisasi, kondisi di 

lapangan memperlihatkan bahwa penerapan sertipikat elektronik masih 

menghadapi berbagai kendala yang tidak bisa diabaikan. Sejumlah penelitian 

berskala nasional mengungkap bahwa kesiapan infrastruktur teknologi belum 

merata di setiap daerah, sehingga proses layanan digital belum berjalan dengan 

kualitas yang sama. Di sisi lain, masih ada kelompok masyarakat yang belum 

terbiasa menggunakan teknologi digital, yang pada akhirnya mempersulit 

mereka dalam memahami maupun memanfaatkan sertipikat elektronik (Habibi 

et al., 2025). Selain persoalan teknis, tahapan alih media dari sertipikat fisik ke 

format elektronik juga kerap dinilai belum sepenuhnya jelas bagi masyarakat. 

Ketidakpastian prosedur ini menimbulkan kebingungan, bahkan memunculkan 

keraguan terhadap keabsahan sertipikat yang dimiliki. Kekhawatiran mengenai 

keamanan data dan perlindungan privasi turut memperkuat sikap hati-hati 

masyarakat dalam menerima sistem baru tersebut. Seluruh hambatan ini 

berpengaruh besar terhadap cara masyarakat menilai dan menyikapi 

keberadaan sertipikat elektronik. Oleh karena itu, upaya perumusan kebijakan 

tidak cukup hanya berfokus pada aspek teknis dan regulatif, tetapi juga perlu 

memberi perhatian serius pada kondisi sosial, tingkat pemahaman masyarakat, 

serta persepsi publik yang berkembang. 

Menurut Zendrato et al (2025), dalam proses peralihan ke sistem digital, 

kepastian hukum muncul sebagai persoalan yang sangat menentukan. 

Walaupun aturan di tingkat nasional sudah mengatur tata cara penerbitan 

sertipikat elektronik, sejumlah kajian hukum masih menemukan adanya 

kebutuhan untuk penjelasan yang lebih rinci. Hal ini mencakup kekuatan 

sertipikat elektronik sebagai alat bukti, cara pengelolaan dan penyimpanan data 

pertanahan, hingga mekanisme penyelesaian sengketa yang secara khusus 

berkaitan dengan dokumen digital. Ketika aspek-aspek hukum tersebut belum 

dipahami secara jelas, muncul persepsi ketidakpastian di tengah masyarakat. 

Keraguan ini membuat sebagian orang mempertanyakan status keabsahan 

sertipikat elektronik dibandingkan dengan sertipikat fisik yang selama ini 

dianggap lebih aman. Dampaknya tidak hanya pada menurunnya tingkat 



kepercayaan publik, tetapi juga pada lambatnya penerimaan dan penggunaan 

sertipikat elektronik dalam praktik sehari-hari. 

Perubahan dari sertipikat tanah konvensional menuju bentuk digital 

tidak sekadar mengganti format dokumen, tetapi juga menuntut perubahan 

paradigma dalam aspek hukum dan kepercayaan publik terhadap sistem 

berbasis teknologi. Penelitian Judijanto (2024), menunjukkan bahwa sebagian 

masyarakat masih meragukan legitimasi hukum sertipikat elektronik karena 

kurang memahami dasar regulasi yang melandasinya. Sebaliknya Haspada 

(2025), menegaskan bahwa legalitas sertipikat elektronik telah dijamin secara 

tegas melalui Peraturan Menteri ATR/BPN No. 1 Tahun 2021, meskipun 

penerimaan sosial terhadap kebijakan ini masih menghadapi hambatan. 

Sebagian masyarakat enggan beralih ke sertipikat digital karena menganggap 

dokumen fisik lebih nyata dan memberikan rasa aman. Temuan ini sejalan 

dengan hasil penelitian Purbawal et al (2023), yang mengungkap bahwa 

masyarakat Indonesia cenderung memiliki keterikatan simbolik dan emosional 

terhadap sertipikat tanah sebagai bukti kepemilikan yang dianggap “sakral” 

dan memiliki nilai sosial tinggi. 

Kekhawatiran yang muncul tidak hanya berkaitan dengan potensi 

kebocoran data, tetapi juga kemungkinan adanya manipulasi informasi atau 

serangan siber yang dapat merugikan pemilik sertipikat. Selain itu, masyarakat 

juga ingin mengetahui langkah-langkah yang akan diambil jika terjadi 

gangguan sistem, termasuk bagaimana proses pemulihan data dan 

perlindungan hak mereka. Rasa cemas terhadap aspek keamanan ini kemudian 

berkembang menjadi faktor psikologis yang cukup berpengaruh dalam 

membentuk cara pandang dan sikap masyarakat terhadap peralihan sertipikat 

elektronik (Tiffany et al , 2025). 

Oleh sebab itu, kejelasan dan kepastian hukum menjadi kunci penting 

agar proses digitalisasi pertanahan dapat diterima dan berjalan lebih efektif. Di 

luar persoalan hukum, keamanan data dan perlindungan informasi pribadi juga 

menjadi hal yang cukup menyita perhatian masyarakat. Sistem sertipikat 

elektronik sangat bergantung pada teknologi digital serta pengelolaan data 



yang tersimpan dalam basis data terpusat maupun terdistribusi, sehingga wajar 

jika masyarakat menuntut adanya jaminan keamanan yang kuat. Berbagai 

penelitian empiris di tingkat nasional menunjukkan bahwa banyak warga 

mempertanyakan sejauh mana data kepemilikan tanah mereka benar-benar 

aman (Dewi & Susantio, 2024) 

Dalam ranah sosial, ketidakpercayaan tersebut mencerminkan adanya 

resistensi budaya terhadap proses digitalisasi birokrasi. Di beberapa wilayah 

pedesaan Deli Serdang, sertipikat tanah berbentuk fisik masih dianggap 

sebagai simbol status sosial sekaligus bukti otoritas kepemilikan yang lebih 

meyakinkan dibandingkan dokumen digital. Kondisi ini menegaskan adanya 

benturan antara semangat modernisasi birokrasi dan nilai-nilai tradisional 

masyarakat agraris. Akibatnya, inovasi digital yang seharusnya mempercepat 

pelayanan publik justru menimbulkan kecemasan baru terkait potensi 

hilangnya hak kepemilikan atas tanah. Dari sisi psikologis, kekhawatiran 

masyarakat terhadap sistem sertipikat elektronik umumnya disebabkan oleh 

minimnya sosialisasi serta keterbatasan literasi digital. Masyarakat pedesaan, 

khususnya generasi lanjut usia, masih menunjukkan technophobia terhadap 

penggunaan sistem daring, disertai kekhawatiran akan hilangnya dokumen 

akibat kesalahan teknis atau serangan siber. Penelitian Ariansyah et al (2024), 

menegaskan bahwa isu keamanan dan perlindungan data pribadi menjadi aspek 

penting yang sangat memengaruhi tingkat kepercayaan publik terhadap 

penerapan sertipikat elektronik.  

Faktor pendidikan dan tingkat pemahaman hukum masyarakat  di 

Kabupaten Deli Serdang, turut berpengaruh terhadap penerimaan sistem ini. 

Warga dengan latar pendidikan rendah sering kali belum memahami 

mekanisme digital signature dan blockchain verification yang diterapkan oleh 

ATR/BPN. Kondisi tersebut menimbulkan persepsi bahwa sertipikat elektronik 

mudah dipalsukan atau dimanipulasi, sehingga mengurangi tingkat 

kepercayaan terhadap sistem digital. Situasi ini semakin kompleks dengan 

minimnya sosialisasi serta pendampingan dari aparat pemerintah desa. Banyak 

warga mengaku bahwa proses konversi data tanah ke sistem elektronik 



dilakukan tanpa penjelasan yang memadai, sehingga menimbulkan kecurigaan 

bahwa pemerintah bermaksud mengendalikan data kepemilikan masyarakat. 

Persepsi negatif semacam ini memperlihatkan adanya kesenjangan komunikasi 

antara kebijakan negara dan kesiapan sosial masyarakat dalam menerima 

inovasi digital. Fenomena tersebut menggambarkan adanya 

ketidakseimbangan antara orientasi kebijakan pemerintah yang menekankan 

efisiensi birokrasi dengan kebutuhan masyarakat akan rasa aman dan kepastian 

hukum yang bersifat konkret.. 

 Penerimaan sertipikat elektronik di Kabupaten Deli Serdang tidak bisa 

dilepaskan dari kondisi dan karakter wilayah setempat. Faktor-faktor seperti 

ketersediaan akses internet, latar belakang pendidikan masyarakat, kebiasaan 

administrasi yang selama ini berjalan, hingga intensitas interaksi warga dengan 

Kantor Pertanahan turut memengaruhi proses adopsi kebijakan ini. Setiap 

unsur tersebut membentuk pengalaman dan penilaian masyarakat terhadap 

layanan pertanahan berbasis digital (Sitompul & Priyamita 2023).  

Jumlah bidang tanah yang sudah bersertipikat di Kabupaten Deli 

Serdang menunjukkan bahwa upaya legalisasi kepemilikan tanah masih belum 

berjalan maksimal. Dari sekitar kuarng lebih 800.000 bidang tanah yang ada, 

baru kurang lebih 308.774 bidang yang telah terdaftar dan memiliki sertipikat. 

Artinya, tingkat sertipikasi baru berada di kisaran 39%, sementara sebagian 

besar lainnya, lebih dari 60%, masih belum memiliki bukti kepemilikan yang 

sah, (sumber). Dilihat dari persebarannya, kegiatan sertipikasi tanah di 

Kabupaten Deli Serdang sebenarnya sudah dilakukan di beberapa wilayah yang 

menjadi fokus program pemerintah, terutama melalui Pendaftaran Tanah 

Sistematis Lengkap (PTSL). Sejumlah kecamatan seperti Sunggal, Percut Sei 

Tuan, Namorambe, Batang Kuis, Beringin, dan Hamparan Perak termasuk 

dalam area yang diprioritaskan. Wilayah-wilayah ini dipilih karena aktivitas 

pertanahannya cukup tinggi dan kebutuhan masyarakat terhadap kepastian 

hukum atas tanah juga tergolong besar. 

Sebagian besar kajian sebelumnya tentang sertipikat elektronik =masih 

bersifat normatif dengan fokus utama pada aspek legalitas, sehingga belum 



mengkaji secara mendalam dinamika sosiologis dari penerimaan masyarakat 

terhadap digitalisasi dokumen tanah. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya 

mengisi kekosongan tersebut dengan pendekatan kualitatif yang berorientasi 

pada pemahaman makna dan pengalaman masyarakat dalam menghadapi 

perubahan dari sertipikat konvensional ke elektronik. Penelitian ini 

dilatarbelakangi oleh pentingnya memahami bagaimana masyarakat memaknai 

perubahan kebijakan pertanahan, khususnya peralihan sertipikat tanah dari 

bentuk analog ke sertipikat elektronik di Kabupaten Deli Serdang. Dalam 

implementasinya, proses digitalisasi tersebut masih menghadapi berbagai 

kendala, baik dari aspek teknis, sosial, maupun pemahaman masyarakat. Oleh 

karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam persepsi 

masyarakat terhadap perubahan tersebut, termasuk faktor-faktor yang 

memengaruhi tingkat penerimaan, kepercayaan, serta kekhawatiran 

masyarakat terhadap aspek keamanan data dan kepastian hukum sertipikat 

elektronik. 

Penelitian ini menjadi penting karena hasil identifikasi terhadap 

persepsi, hambatan, dan respons masyarakat dapat dijadikan sebagai bahan 

pertimbangan bagi para pemangku kepentingan, khususnya Kementerian 

ATR/BPN dan Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, dalam 

merumuskan kebijakan yang lebih efektif, adaptif, dan berorientasi pada 

kebutuhan masyarakat. Selain itu, penelitian ini juga diharapkan mampu 

memberikan kontribusi dalam mendorong keberhasilan implementasi 

digitalisasi pertanahan serta meningkatkan kualitas pelayanan publik di bidang 

pertanahan. Oleh karena itu, peneliti mengangkat judul penelitian “Persepsi 

Masyarakat Terhadap Perubahan Sertipikat Analog Menjadi Sertipikat 

Elektronik di Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang”. 

 

 

 



B. Rumusan Masalah 

1. Bagaimana persepsi masyarakat Kabupaten Deli Serdang terhadap 

perubahan sertipikat tanah dari bentuk analog menjadi sertipikat elektronik? 

2. Bagaimana kendala yang dialami Kantor Pertanahan Kabupaten Deli 

Serdang terhadap kegiatan alih media dan implementasi sertipikat 

elektronik? 

3. Upaya apa yang dapat dilakukan untuk meningkatkan kepercayaan 

masyarakat terhadap sertipikat elektronik? 

C. Tujuan Penelitian 

1. Mengetahui persepsi masyarakat di daeraah Kabupaten Deli Serdang 

terhadap perubahan sertipikat tanah dari bentuk analog menjadi sertipikat 

elektronik. 

2. Mengidentifikasi kendala yang dialami Kantor Pertanahan Kabupaten Deli 

Serdang dalam kegiatan alih media dan implementasi sertipikat elektronik. 

3. Merumuskan upaya untuk meningkatkan penerimaan masyarakat terhadap 

sertipikat elektronik agar kebijakan digitalisasi pertanahan dapat berjalan 

lebih efektif, inklusif, dan berkelanjutan. 

D. Manfaat Penelitian 

1. Manfaat bagi Kementrian ATR/BPN, diharapkan dapat memberikan 

informasi dan gambaran empiris mengenai persepsi masyarakat terhadap 

perubahan sertipikat analog menjadi sertipikat elektronik. 

2. Manfaat bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, iharapkan dapat 

memberikan masukan bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang 

dalam memahami tingkat pemahaman, penerimaan, dan kepercayaan 

masyarakat terhadap implementasi sertipikat elektronik. 

3. Manfaat bagi Peneliti, Penelitian ini diharapkan dapat menjadi referensi 

dan sumber informasi bagi penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan 

administrasi pertanahan, transformasi digital pertanahan, penerimaan 

masyarakat terhadap layanan elektronik, serta pengembangan sistem 

pelayanan publik berbasis teknologi. 



 



BAB VI 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa: 

1. Masyarakat pada dasarnya menerima perubahan sertipikat analog 

menjadi sertipikat elektronik dan tetap memiliki kepercayaan kepada 

Kantor Pertanahan sebagai pengelola data pertanahan. Namun, 

kepercayaan tersebut masih bersifat bersyarat karena masyarakat belum 

sepenuhnya memahami mekanisme pembatasan akses, perlindungan 

terhadap perubahan data, serta cara memperoleh kembali data ketika 

dokumen atau sistem mengalami gangguan. Berdasarkan dimensi 

keamanan data, kerahasiaan lebih banyak dipahami melalui 

kepercayaan kepada institusi, integritas dinilai melalui kesesuaian data 

lama dengan data elektronik, sedangkan ketersediaan dipahami melalui 

kemampuan pemegang hak untuk mengakses dan menggunakan 

kembali data ketika diperlukan. 

2. Pelaksanaan alih media dilakukan melalui penerimaan dan pemeriksaan 

berkas, penelusuran arsip, validasi data yuridis, validasi data fisik dan 

spasial, pengukuran apabila diperlukan, pemrosesan melalui KKP, 

pemeriksaan berjenjang, pengesahan, dan penerbitan dokumen 

elektronik. Kendala utama berasal dari kelengkapan dan kesesuaian 

data lama, kesulitan penelusuran arsip, data fisik dan yuridis yang 

belum valid, gangguan aplikasi dan jaringan, keterbatasan sumber daya 

manusia, beban kerja, ketelitian pelaksana, serta koordinasi antarunit. 

Kendala tersebut menyebabkan penundaan, pekerjaan ulang, 

ketidakpastian status berkas, dan meningkatnya pertanyaan masyarakat. 

3. Upaya meningkatkan kepercayaan masyarakat perlu dilakukan melalui 

penyampaian informasi dengan bahasa yang sederhana, pendampingan 

penggunaan layanan elektronik, keterbukaan status dan prosedur 



pelayanan, pembenahan arsip serta validasi data, peningkatan 

keandalan KKP dan jaringan, penguatan kompetensi dan ketelitian 

petugas, pembatasan akses berdasarkan kewenangan, penyempurnaan 

koordinasi, serta penyediaan mekanisme pengaduan dan pemulihan 

akses yang mudah dipahami masyarakat. 

B. Saran 

Berdasarkan kesimpulan tersebut, peneliti memberikan beberapa saran 

sebagai berikut. 

1. Bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Deli Serdang, perlu meningkatkan 

sosialisasi mengenai prosedur, biaya, waktu, keamanan data, dan cara 

memeriksa sertipikat elektronik.  

2. Bagi petugas Kantor Pertanahan, perlu meningkatkan kompetensi, 

integritas, dan kemampuan berkomunikasi dengan masyarakat 

menggunakan bahasa yang mudah dipahami.  

3. Bagi pemerintah desa atau kelurahan, perlu membantu menyampaikan 

informasi dan mendampingi masyarakat yang mengalami kesulitan 

dalam memahami sertipikat elektronik.  

4. Bagi masyarakat, perlu menggunakan sumber informasi resmi, 

memeriksa kesesuaian data sertipikat, serta segera melaporkan apabila 

ditemukan kesalahan atau gangguan.  
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